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Menimbang a.	 bahwa dalam rangb tnet\c;l.or~rig.~~tan.peran.pekerja 
dalam pelaksanaan:pro~e$prOdl~lc;fJ); etta peirlnglcatari 
produktivitas per1~j14Uaki~··•. upay'~'l;paya .. dalam rangka 
peningkatan kesej~teraa.n;peker,j.El.)'!i!ng salahsatunya 
adalah melalui ~~SIl}~{ pen~tlijian UpahMinimum 
Kabupaten (UMK)W~YKanat):i . 

. : :'i{:, ..• c :.,. ',..1" .
b. bahwa untukm~d1apl'J;Ij!k,!l1id,pl!~hurufa tersebut eli 

atas: maka dal.8.11i .... «:neta .:)Caretl .an:~iM:inimum Kabu ten , . " ..WiP' .... p. .... .' . pa
(UMK) Way ·~·.<3al~·m: ,p~fli6anaannya harus 
memperhatikan k~dil!i d~~, -. ke~~puan perusahaan 
yang mefigli,cu .pa~~ ·"Pemeli~:~~an· Hidup, Layak 
(KHL);' .. ' .' . '.;'it .' .... .i .	 . 

c. bahwa be~!U':~~pe;ra~.Peme~Nomor 78 Tahun 
2015 disebu~q~~~.'P~~#~Ur~menetapkanUMP. 
selain UMP (}U})elf}U' d.El~~'mene~pkan UMK dengan 
-memperhatikan ~me*~i:;J3vplltiIWalikota serta saran 
dan pertimbangan Dewan PengupMlinProvinsij 

d.	 bahwa berdasarkan pcrtinlbahgan s~pagaimana dimaksud 
pada huruf b dan hq,ruf c ~~8~p~l: diatas, perlu menetapkan 
Upah Minimum ~Ji!H.pa~~p.,;(q~K)Way Kanan Tahun 2017 
dengan Kepu~saD;qAbemur~pung;. /

" >-'
 
Mengingat
 1.	 Undang-Undang N~1llor .·"13 TahU1l, 2003 tentang 

KetenagakeIjaan; .' .. .... . 
I· . " .-: - ..... :	 ':""'_:':, _("" ,,: _, _,,' " " 

2.	 Undang-Undang ~omor23 'rah~2014tclitangPelpcrintahan 
Daerah s~bagaimapa,.,)te1a;h.dil,lbia.h beberapa kali terakhlr 
denran Unq!llJ1g-UndliiPg N9mor Q'l'ahun 2015. 

"..,\ ' . .. .,: , . . . 

3.	 Peraturan Pemerin~' Noiri~l' 78 Tahun 2015 Tentang 
Pengupahan; '>i ""." 

4.	 Peraturan MenteriTen.aga 'K~ cUlpTr~smigrasi Nomor 7 
Tahun 2013 tentang Vpah .\iinitmmi.; ' . 

5.	 Peraturan Men.teri~na~~N()mor.21 Tahun 2016 
tentang Kebtit.\H1an;.:uP~Y.~J1qiL)i:.,... . 

6. 

';" "''!'~''	 '" f : 
,.,1-,;' . 
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Memperhatikan 1. Keputusan Gubernur Lampung 
G/633/1I1.05/HK/2016 tentang Penetapan 
Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2017; 

Nomor 
Upah Minimum 

2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Lampung Nomor : 560/7730/111.05/03/2015 tanggal 18 
November 2016 Hal Laporan dan Rekomendasi Usulan 
Penetapan UMK Metro, Way Kanan, Lampung Timur, 
Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Utara dan 
Besaran Tarif Usulan Kenaikan Upah Bongkar Muat Sortasi, 
Pergudangan, Pasar dan Pertokoan se Provinsi Lampung 
Tahun 2017. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH 
MINIMUM KABUPATEN (UMKI WAY KANAN TAHUN 2017. 

------ KESATU Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan Tahun 2017. 

KEDUA Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan Tahun 
2017 adalah sebesar Rp. 1.950.000, (Satu Juta Sembilan 
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Perbulan. 

KETIGA Bagi perusahaan di Wilayah Kabupaten Way Kanan yang telah 
memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum 
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini, tidak 
diperbolehkan untuk mengurangi dan atau menurunkan upah 
dimaksud. 

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017 
dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 3-~ - II - 2016 

TembuSBn: 
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta; 
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
4. Bupati/WaIikota se Provinsi Lampung; 
5. Kepala Dinas Tenaga KeIja dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
7. Kepa!a BPJS KetenagakeIjaan Lampung di Bandar Lampung; 
8. Kepala BPJS Kesehatan Lampung di Bandar Lampung; 
9. Kepala Biro Bina Sosia! Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 
10.Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung:
 
l1.Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 
12.Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
 
13. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung. 


